
LEMBARAN DAERAH 
KOTA DEPOK 

 

 
NO. 14                                TAHUN 2008 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR  14  TAHUN  2008 

TENTANG  

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan Kota Depok dan pertambahan 

kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh 

terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari 

sistem lalu lintas di Kota Depok;  

  b. bahwa penyelenggaraan tempat parkir di Kota Depok yang saat ini telah 

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 

tentang Perparkiran,  sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi             

perkembangan kota; 

  c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan 

kembali Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan 

Tempat Parkir; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3480); 
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  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4048); 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara     Republik Indonesia    Nomor 3851); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 
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  10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 

Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 63,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 3529); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara   Tahun 2007 Nomor  89 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4741); 

  17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan di Jalan Umum; 

  18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang 

Marka Jalan; 

  19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang 

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; 

  20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang 

Fasilitas Parkir untuk Umum; 
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  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Tempat parkir di Daerah; 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45); 

  24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000   

Nomor 27); 

  25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2003 Nomor 20); 

  26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bangunan 

dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2006 Nomor 03); 

  27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07); 

  28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08); 
   

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

  Dan 

  WALIKOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN 

TEMPAT PARKIR. 

 BAB I ... 

http://www.bphn.go.id/



  BAB  I 

  KETENTUAN  UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

  3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 

  4. Walikota adalah Walikota Depok. 

  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kota Depok. 

  6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok. 

  7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

Walikota untuk mengelola dan menerbitkan perizinan. 

  8. Dinas  adalah Dinas yang secara teknis menangani urusan perhubungan. 

  9. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia. 

  10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap 

serta bentuk Badan Usaha Lainnya. 

  11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara. 

  12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang 

ditentukan, yaitu di tepi jalan umum, atau di luar badan jalan yang 

meliputi, tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor, 

yang memungut bayaran ataupun tidak memungut bayaran.   

  13. Penyelenggara Tempat Parkir adalah Pemerintah Kota/ Orang/ Badan 

yang menyelenggarakan tempat khusus parkir.   

  14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah.   
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